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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pendapatan asli
daerah, produk domestik regional bruto, belanja modal, jumlah penduduk, indeks
pembangunan, dan luas lahan pertanian terhadap kemandirian fiskal daerah di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 hingga 2018. Jenis penelitian yang digunakan
adalah kuantitatif dengan pengambilan data sampel secara sekunder melalui
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data APBD tiap daerah, Badan
Pusat Statistik (BPS), dan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Metode
penelitian menggunakan analisis regresi data panel dengan model pendekatan
terpilih Fixed Effect Model (FEM). Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik
karena data berdistribusi normal dan tidak terjadi masalah multikolinearitas
walaupun terjadi masalah heteroskedasitas. Hasil regresi didapatkan seluruh
variabel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Untuk wvariabel
pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif, sedangkan
variabel produk domestik regional bruto, belanja modal, dan luas lahan pertanian
berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian fiskal. Sementara itu, variabel
luas lahan pertanian tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian fiskal.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja
Modal, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Luas Lahan Pertanian.
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ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the impact of local income, gross regional
domestic product, capital expenditure, population, index of growth and agricultural
land on regional fiscal independence in the province of Central Java between 2013
and 2018. By collecting secondary sample data through the Directorate General of
Fiscal Balance, APBD data for each region, the Central Statistics Agency, and the
Center for Agricultural Data and Information Systems, the type of analysis used is
quantitative. With the Fixed Effect Model (FEM) chosen approach model, the
research method uses panel data regression analysis. This research shows good
results since the data is usually distributed and, while there is a heteroscedasticity
problem, there is no multicollinearity problem. The findings of the regression
showed that all variables had a major impact on fiscal independence. Local income
and total population variables have a positive impact, whereas gross regional
domestic product, capital expenditure and agricultural land area variables have a
negative impact on the degree of fiscal independence. In the meantime, the
agricultural land area component does not have any effect on fiscal independence.

Keywords: Fiscal Independence, Gross Regional Domestic Product, Capital
Expenditure, Population, Human Development Index, Agricultural Land Area.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonominya.
Proses bertambahnya kapasitas produksi dalam perekonomian disebut dengan
pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
memiliki perbedaan, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan proses
bertambahnya jumlah output perkapita yang tinggi dalam jangka panjang.
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula
kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2013: 65).

Berbagai indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
diantaranya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sektor sumber daya
alam (pertanian), dan kemandirian fiskal sebagai indikator desentralisasi fiskal
yang diukur menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi total
pendapatan daerah (Aminuddin, 2017). Terdapat kebijakan pemerintah pusat
yang mengatur pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk
mengelola keuangan daerahnya masing-masing dengan tujuan agar daerah
memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai
prinsip daerah otonomi yang nyata.

Setiap kepala daerah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah
miliknya. Dengan berkaca dari pengelolaan keuangan pusat, daerah pun bisa
untuk menerapkan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengelola daerahnya

sendiri, selain dari sisi pemerintahnya dan sumber daya yang dimiliki tiap



daerah. Kemandirian daerah dikatakan baik apabila pendapatan asli daerah lebih
tinggi dari pendapatan lainnya. Pendapatan ini bisa melalui pajak ataupun
retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Halim (2012: 5) yang
menyatakan kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa mampu
pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya seperti kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang
berkontribusi dalam membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan
asli daerah. Sejalan dengan hal tersebut, berikut data realisasi penerimaan
pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2014-2017:

Tabel 1.1 Realisasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Indonesia

Tahun 2014-2017 (dalam persen)

Bentuk Penerimaan 2014 2015 2016 2017

1. Pendapatan Daerah 88,57 91,74 90,09 94,08

2. Pendapat Asli Daerah 11,44 11,5 11,31 13,21
(PAD)

3. Dana Perimbangan 60,28 62,09 63,52 65,43

4. Lain-lain Pendapatan 16,85 18,15 14,66 15,44
yang Sah

5. Pembiayaan Daerah 11,43 8,26 9,91 5,92

Sumber: BPS Stastistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2017

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya realisasi
pendapatan daerah semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
daerahnya semakin berusaha untuk meningkatkan kemampuannya mendapatan
pendapatan hasil daerah mereka sendiri-sendiri. Semakin baik daerah tersebut
dalam mengelola kemampuan daerahnya maka tingkat kemandirian daerahnya
semakin baik. Tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari

tahun 2014. Tetapi, dari sumber pendapat asli daerah terjadi fluktuasi dimana



antara tahun 2015 dengan tahun 2016 mengalami penurunan pendapatan. Hal
ini mendorong setiap daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan
daerahnya dan terbukti tahun 2017 terjadi peningkatan pendapat asli daerah
yang signifikan.

Salah satu provinsi terbaik dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah
adalah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dalam ajang yang
diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
tahun 2019, Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi dengan pencapaian
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik mengungguli provinsi
lainnya, disusul Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan di urutan
kedua dan ketiga. Jateng unggul dalam hal perencanaan, inovasi, penurunan
kemiskinan, integrasi program, dan kelembagaan yang efektif dan reformatif.
Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah kembali memperoleh penghargaan sebagai
provinsi terbaik tingkat nasional dalam perencanaan pembangunan daerah
mengungguli Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Timur. Jateng dinilai
terbaik karena inovasi dan capaian kinerja daerahnya'. Selain itu, Provinsi Jawa
Tengah juga mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan produksi beras
tertinggi di Indonesia tahun 2019.

Tabel 1.2 Data Hasil Produksi Padi Tahun 2019

Provinsi Luas Lahan Panen Gabah Kering | Produksi Beras
Jawa Tengah | 1.678.479 hektare 9.655.653 ton 5.539.448 ton
Jawa Timur 1.702.426 hektare 9.580.933,88 ton 5.496.581 ton
Jawa Barat 1.578.835 hektare 9.084.957 ton 5.212.039 ton

Sumber: Kementerian Pertanian

! www jatengprov.go.id diakses tanggal 21 November 2020 pukul 20.47



Jawa Tengah memiliki luas lahan tanam sebesar 1.692.546 hektare,
mampu menghasilkan 9.655.653 ton gabah kering giling (GKG) atau setara
dengan 5.539.448 ton beras mengungguli Provinsi Jawa Timur yang lebih luas
lahannya dan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut pun menjadikan Jawa Tengah
bisa dikatakan berhasil dalam mengelola daerahnya sehinga mampu
mendongkrak pembangunan daerah dengan mengoptimalkan anggaran dan
pendapatan daerah. Potensi daerah pun dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berikut adalah perkembangan
pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018:

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013-2018

60.000 53.202,54 55.987,75  56.236,57

50.000

36.393,95 37-743,85
40.000  34.178,04

ks |
s 22.747 26.945
i 30.000 - 20. 698 4 26.766
5 1.683,56
S 14. 303 18.764 s 827 2
20.000 456 | 15.661,4 “
647,9
10.000 I

2013 2014 2015 2016 2017 2018

B PAD W DAPER ® LAIN-LAIN

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dari gambar 1.1 menujukkan bahwa terjadi peningkatan Pendapatan Asli
Daerah tahun 2013 sebesar Rp.14,3 triliun meningkat menjadi Rp.26,95 triliun
pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD menjadi
Rp26,77 triliun. Sementara itu, Dana Perimbangan tahun 2014 sebesar Rp.34,18

triliun terjadi peningkatan Rp.56,24 triliun pada tahun 2018. Sedangkan sumber



lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2013 sebesar Rp.13,55 triliun
meningkat hingga tahun 2015 menjadi Rp.21,68 triliun. Tahun 2016 terjadi
penurunan menjadi Rp.12,65 triliun hingga akhirnya meningkat sampai tahun
2018 sebesar Rp.16,83 triliun. Bantuan pemerintah kepada Provinsi Jawa
Tengah masih terbilang tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Adanya
peningkatan bantuan tersebut akan membantu sumber Pendapatan Asli Daerah
untuk membiayai pembelanjaan daerah dalam menunjang peningkatan fasilitas
infrastruktur maupun pelayanan daerah sehingga akan lebih meningkatkan
kemandirian keuangan. Sejalan dengan penelitian Muh. Almunawir, dkk (2019)
yang mengungkapkan bahwa antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
derajat kemandirian fiskal daerah memiliki pengaruh positif di Provinsi
Sulawesi Selatan.

Tingkat ketergantungan Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah pusat
bisa dikatakan tergolong tinggi. Kemandirian fiskal dapat diukur dengan skala
yang didapatkan dari perbandingan pendapatan asli daerah dengan dana transfer
pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau yang disebut dengan dana
perimbangan. Semakin tinggi nilai ratio kemandirian fiskal, maka daerah
tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang rendah. Hal tersebut
menandakan bahwa daerah telah mampu mencukupi kebutuhan dengan
memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai sektor yang ada tanpa bergantung
kepada pemerintah pusat. Berikut adalah perbandingan ratio kemandirian fiskal

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018:



Tabel 1.3 Ukuran Ratio Kemandirian Fiskal Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No. Kab/Kota KFD No. Kab/Kota KFD
1 | Cilacap 28,15 | 19 | Kudus 26,32
2 | Banyumas 34,22 | 20 | Jepara 27,57
3 | Purbalingga 22,779 | 21 | Demak 28,40
4 | Banjarnegara 17,43 | 22 | Semarang 29,33
5 | Kebumen 21,28 | 23 | Temanggung 23,57
6 | Purworejo 23 24 | Kendal 25,84
7 Wonosobo 19,90 25 | Batang 22,65
8 | Magelang | 23,25 | 26 | Pekalongan 24,16
9  Boyolali ' 23,84 | 27 | Pemalang 19,47
10 | Klaten | 23,96 = 28 | Tegal 24,6
11 | Sukoharjo . L | 29 | Brebes 19,79
12 Wonogiriﬁ - 17,56 | 30 | Kota Magelang 43,8
13 Karanganyairi 4 | 25,88 | 31 | Kota Surakarta 48,38
14 | Sragen | 23,94 | 32 | Kota Salatiga 37,24
15 | Grobogan 120,76 = 33 | Kota Semarang 126,58
16 | Blora 7 1}1,7LL 34 ’Eota Pekalongan 30,56
17 | Rembang 32,88 | 35 | Kota Tegal 25,21
18 | Pati }23,@ ]

Sumber: data realisasi DJPK Kemenkeu 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa melalui perhitungan antara
pendapatan asli daerah dibagi dengan dana perimbangan didapatkan 19 daerah
di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah atau
dibawah 25 %. Skala tersebut menunjukkan hubungan instruktif, yaitu peran
pemerintah masih memegang kendali dalam pelaksanaan otonomi khususnya
keuangan daerah. Hal ini dapat membuktikan bahwa porsi daerah yang memilki
kemandirian fiskal rendah lebih banyak dari pada daerah yang memiliki ratio
kemandirian fiskal tinggi. Oleh karena itu, daerah di Provinsi Jawa Tengah

masih belum mampu menjalankan otonomi daerah secara penuh. Diharapkan



pemerintah mampu memanfaatkan sumber pendapatan daerah untuk memenuhi
kebutuhan, pembangunan, dan pembiayaan daerah.

Salah satu instrumen untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah
dapat dilakukan dengan mengukur perhitungan seluruh nilai barang atau jasa
yang dihasilkan pada sektor ekonomi suatu daerah dalam satu periode waktu
tertentu atau biasa disebut dengan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB).
Penelitian Manasep Orocomna, dkk (2015) mengungkapkan bahwa PDRB tidak
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal di
Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010-2015. Setiap daerah tentunya akan
menggali setiap kekayaan ekonominya untuk mendukung pembangunan
daerahnya yang berpengaruh pada nilai PDRB yang tinggi.

Penelitian Aminuddin (2017) menyatakan antara Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan
signifikan melalui kemandirian fiskal. Pengelolaan keuangan daerah harus
diimbangi dengan kualitas masyarakatnya agar dapat berjalan dengan baik.
Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kualitas fisik dan

non fisik masyarakat, yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 1.2 Grafik Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2019
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Sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah, angka Indeks
Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan setiap tahun seperti pada
gambar 1.2 dimana dari tahun 2013 mengalami peningkatan dengan angka
tertinggi 71,73 pada tahun 2019. Capaian ekonomi masyarakat pada tahun
tersebut bisa terpenuhi seiring dengan kemampuan daerah mengelola
keuangannya. Jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap peningkatan
permintaan efisiensi pemerintah daerah. Jumlah penduduk yang tinggi akan
menyebabkan semakin banyaknya tuntutan pemerintah untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada publik.

Penelitian Dewi (2017) menjelaskan bahwa pengalokasian belanja modal
dalam bentuk anggaran dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menambah aset
tetap termuat dalam kebijakan APBD. Pembangunan sarana dan prasarana
daerah dianggarkan melalui belanja modal. Semakin tinggi nilai rasio belanja
modal maka semakin tinggi juga dampaknya terhadap perkembangan

perekonomian di daerah tersebut. Secara teori semakin tinggi nilai investasi



modal maka akan mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik
dimana pada akhirnya dapat meningkatkan peran masyarakat terhadap
pembangunan (Mardiasmo, 2009: 93).

Seperti kita ketahui sebagian besar mata pencarian penduduk indonesia
sebagai petani. Penelitian Hidayati (2017) menunjukkan adanya pengaruh
positif dan signifikan antara luas lahan pertanian terhadap pendapatan pertanian.
Dimana jika pendapatan petani meningkat maka aka berpengaruh juga terhadap
PDRB sektor pertanian di setiap daerah. Sejalan dengan penelitian Arotaa
(2016) juga menyimpulkan terdapat hubungan antara luas lahan pertanian
dengan PDRB sektor pertanian. Sebaliknya dalam penelitian Apriliandanu
(2019) dengan menggunakan variabel hasil produksi, biaya produksi, tenaga
kerja tani, dan luas lahan mengungkapkan variabel luas lahan tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan apabila lahan
yang digunakan luas maka petani akan kesulitan dalam mengawasi lahannya
dan berakibat menurunnya produktivitas hasil pertanian.

Hidayat (2005: 76) berpendapat bahwa sebagian besar negara
berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan kemandirian fiskal.
Hal ini dikarenakan untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi
pemerintah, sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik, dan yang
terpenting untuk memperluas otonomi daerah. Tingkat kemandirian keuangan
daerah menggambarkan kemampuan daerahnya dalam mengelola keuangan
yang berasal dari daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemandiriannya, maka

dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah meningkatkan
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kemampaun keuangan yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi
ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan manfaat dan relevasinya tentang kemandirian
fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah maka penyusun ingin meneliti terkait
kemandirian fiskal daerah diukur dari pendapatan asli daerah dibagi dengan
dana perimbangan. Adapun variabel independen yang digunakan adalah
pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, belanja modal, jumlah
penduduk, indeks pembangunan manusia, dan luas lahan pertanian dengan
mengambil judul “Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah di Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018”.

. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian
fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap
kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?

3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kemandirian fiskal daerah
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?

4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian fiskal daerah

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?
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Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap
kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?
Bagaimana pengaruh luas lahan pertanian terhadap kemandirian fiskal

daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka

dapat dirumuskan tujuan penelitian untuk mengetahui hal yang dapat dicapai

setelah penelitian ini, antara lain:

1.

Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat
kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap
tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-

2018.

. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian fiskal

daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.

Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian
fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap
tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-
2018.

Menganalisis pengaruh luas lahan pertanian terhadap tingkat kemandirian

fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi
pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya
yang berkaitan dengan kemandirian fiskal tiap daerah di Provinsi Jawa
Tengah dan di provinsi atau wilayah lainnya.

2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mejadi
informasi bagi yang berkepentingan untuk meningkatkan kemandirian
fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang merupakan
penjelasan deskriptif mengenai topik yang akan ditulis dimana terdiri atas lima
bab, masing-masing uraian secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan gambaran awal penelitian yang menjadi
titik tolak acuan dalam proses penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri
dari empat sub bab yaitu latar belakang yang menguraikan tentang isi utama
atau fenomena hal yang berkaitan dengan kemandirian fiskal. Selanjutnya
rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya
melalui penelitian ini berdasarkan pada uraian latar belakang. Kemudian
dilanjutkan dengan menjawab rumusan masalah dalam tujuan penelitian dan

manfaat penelitian untuk mengetahui pentingnya penelitian ini.
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Bab II Landasan Teori memuat tinjauan pustaka mengenai teori yang
relevan dengan topik penelitian dengan didukung hasil-hasil penelitian sejenis
yang pernah dilakukan guna memperkuat gagasan penelitian. Bab ini juga
mengungkapkan hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menjawab
rumusan masalah serta kerangka pemikiran untuk mengetahui hubungan antar
variabel yang akan diteliti.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang pemaparan terkait hal teknis
apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian ini guna menjelaskan setiap
variabel yang digunakan. Pemaparan yang dimaksud berupa rancangan jenis
penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, deskripsi variabel
penelitian, dan teknik atau metode analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, awalnya akan digambarkan secara singkat
gambaran perkembangan tiap variabel. Dilanjutkan dengan analisis deskripsi
dan hasil uji olah data yang kemudian dipaparkan penjelasan untuk setiap
pengujian yang digunakan. Output dari pembahasan bab ini adalah terjawabnya
seluruh pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di bab pendahuluan.

Bab V Penutup memaparkan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari
tahapan penelitian dimana kesimpulan ini menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan sebelumnya. Bab ini juga menyampaikan saran kepada pihak-pihak
yang bersangkutan dengan topik penelitian ini guna menyempurnakan hasil

penelitian ini dan dapat bermanfaat bagi kepentingan umum untuk ke depannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan

fixed effect dan mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV

dengan melibatkan beberapa variabel, yaitu tingkat kemandirian fiskal daerah,

pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, belanja modal, jumlah

penduduk, indeks pembangunan manusia, dan luas lahan pertanian maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kemandirian fiskal, hal ini berarti semakin tinggi
pendapatan asli daerah maka tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi
Jawa Tengah akan meningkat. Besaran PAD yang didapatkan merupakan
cerminan dari pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai indikator
daerah bisa dikatakan mandiri atau tidak.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh negatif
dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Besarnya PDRB yang
dihasilkan akan mengurangi tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi
Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan PDRB menghitung jumlah nilai barang
dan jasa yang dihasilkan masyarakat dari seluruh kegiatan perekonomian
sehingga tidak memberikan pendapatan daerah.

Belanja modal (BM) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap

tingkat kemandirian fiskal. Semakin tinggi anggaran belanja modal yang
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digunakan maka akan mengurangi tingkat kemandirian fiskal daerah di
Provinsi Jawa Tengah. Penurunan tingkat kemandirian fiskal ini terjadi
karena belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga tidak memberikan kontribusi
dalam pendapatan daerah.

Jumlah Penduduk (JP) memberikan pengaruh positif dan signfikan
terhadap tingkat kemandirian fiskal sehingga bertambahnya jumlah
penduduk dapat menaikkan tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi
Jawa Tengah. Penambahan jumlah penduduk akan memberikan
kemudahan dalam menjalankan faktor perekonomian dan meningkatkan
daya beli masyarakat yang tentunya akan memberikan tambahan
pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Sehingga adanya
peningkatan indeks pembangunan akan menurunkan tingkat kemandirian
fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Luas Lahan Pertanian (LLP) tidak berpengaruh signifikan terhadap
kemandirian fiskal sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat
kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Secara keseluruhan variabel penelitian ini menunjukkan pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di
Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dari hasil tingkat probabilitas uji

simultan.
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B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini

memberikan beberapa saran yang dirasa perlu diperhatikan dan menjadi bahan

pertimbangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan penelitian

ini, diantaranya sebagai berikut:

1.

Bagi Praktisi

a. Diharapkan mampu memberikan masukan terkait kekurang yang ada
dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi rujukan bagi para praktisi.

b. Penulis mengharapkan kedepannya bisa belajar dari praktisi yang
memang sudah ahli dalam bidang ekonomi.

Bagi Akademisi

a. Untuk kedepannya bisa menjadi gambaran penelitian yang akan
dilakukan oleh pelajar, mahasiswa atau tenaga akademik lainnya.

b. Semoga penelitian ini dapat diperbaharuhi dan dikemabangkan lagi
oleh para akademisi yang akan menyusun penelitian terkait ini.

Bagi Pengambil Kebijakan

a. Pemerintah agar memperhatikan segala sektor terutama PAD agar
dapat memberikan kontribusi lebih terhadap keuangan daerah.

b. Pemerintah mampu menerapkan kebijakan peningkatan pembangunan
manusia dan pengelolaan keuangan pada sektor basis masyarakat.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan mampu mendalami kinerja keuangan daerah dan menambah

variabel penelitian lain dengan metode penelitian yang berbeda.
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